GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertamnggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2018 Nomor 11);
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12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20109;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-2714
Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur tantang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019;

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 6.555.852.805.408,40

b. Dana Perimbangan Rp. 5.204.311.550.792,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 14.922.090.000,00 ‘

Jumlah Pendapatan Rp.11.775.086.446.200,40
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 1.697.028.223.082,42
2) Belanja Hibah Rp. 806.273.965.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.432.500.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota Rp. 2.892.136.260.478,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Rp. 2.007.253.917.582,78
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 903.729.437.,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 7.412.028.595.580,20 |



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 296.882.125.083,41
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.470.892.266.888,43
3) Belanja Modal Rp. 1.207.815.521.798,59
Jumlah Belanja Langsung Rp. 3.975.589.913.770,43
Jumlah Belanja Rp. 11.387.618.509.350,60
Surplus/(Defisit) Rp. 387.467.936.849,74
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 1.861.926.227.625,08
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 1.861.926.227.625,08

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 2.249.394.164.474,82

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Gubemur Kalimantan Timur
ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubemur Kalimantan Timur
ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini. ‘

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM




